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 Supervision by the Sharia Supervisory Board (DPS) in 
the Islamic finance industry is crucial to ensure that the 
implementation and consistency applied in Islamic banks 
comply with Sharia principles. This importance is 
underscored by the recent regulation issued by the 
Financial Services Authority (OJK) aimed at enhancing 
the supervision role of DPS in Islamic banks. The purpose 
of this research is to examine and analyze how the 
supervision conducted by DPS is implemented at Bank 
DKI KCP Syariah Ciputat. This study employs a 
qualitative method with case study analysis of previous 
research and interviews. The results indicate that the role 
of DPS is vital in the sustainability of bank activities, such 
as during the issuance of new products and when 
addressing community issues related to banking. DPS 
plays a crucial role in supervising various aspects, 
including products and activities, through fatwas to 
ensure they do not conflict with prevailing Sharia 
standards. Furthermore, the role of DPS is essential in 
Islamic banks for providing advice and guidance. 
Therefore, it can be concluded that DPS supervision plays 
a significant role, as it governs a vital aspect, namely 
controlling the Sharia compliance of a bank's products 
and activities. 
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PENDAHULUAN 

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan regulasi baru yang 

diperuntukkan bagi industri keuangan atau perbankan, khususnya di industri 

perbankan syariah. Melalui salah satu saluran berita Bisnis.com yang tepatnya 

pada tahun 2024. Dimana aturan tersebut berisikan tentang peningkatan peran 

https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/rikaz
mailto:ajrinadawami16@gmail.com
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Dewan Pengawas Syariah (DPS) di sektor perbankan syariah. Regulasi tersebut 

diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.2 Tahun 2024 tentang 

Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

alias POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS ini telah terbit pada 16 Februari 

2024. Dalam aturan tersebut disebutkan terdapat penguatan dari segi wewenang, 

struktur serta fungsi DPS, dan sebagainya, terhadap penerapan tata kelola 

syariah. Dan juga dalam aturan tersebut menegaskan pentingnya peran dari DPS 

bagi industri di perbankan syariah. Dalam hal ini DPS juga bertugas untuk 

mengawasi penyelenggaraan kegiatan bank agar sesuai dengan peraturan serta 

prinsip syariah. Menurut kepala eksekutif perbankan syariah peraturan ini 

dibuat sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan roadmap dalam memperkuat 

atau mengembangkan perbankan syariah periode 2023-2027. Dengan tujuan 

utama untuk menciptakan perbankan syariah yang sehat, berintegritas, siap 

bersaing serta dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam 

meningkatkan perekonomian nasional dengan tetap dengan tujuan utamanya 

yaitu menyejahterakan kemaslahatan umat (Burhan, 2024). 

Saat ini perekonomian internasional sudah banyak yang mengadopsi 

nilai-nilai Islam. Untuk itu bagi sebuah entitas ekonomi syariah, keseluruhan 

dari usaha dan kegiatan ekonomi syariah tunduk pada prinsip syariah. 

Kemajuan di tingkat ekonomi menjadi ekonomi syariah ini, juga menjadi 

pendukung dengan adanya ekonomi di sektor perbankan syariah. Dimana 

dalam hak ini segala kegiatan usaha dan bisnis perbankan syariah mengacu pada 

fatwa dan standar syariah yang ditetapkan oleh DSNMUI. Jadi untuk 

memastikan bahwa implementasi dan konsistensi yang diterapkan ini sesuai 

dengan prinsip syariah di dalam kelembagaan Bank Syariah diharuskan adanya 

Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini selanjutnya menjalankan tugas dan 

fungsi pengawasan terhadap konsistensi dari implementasi syariah pada Bank 

Syariah (Mujib, 2017). 

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis 

yang beroperasi dalam ekosistem syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. 

DPS yang terdiri dari para ulama dan ahli di bidang hukum Islam, bertugas 

mengawasi, menilai, dan memberi arahan kepada perusahaan agar semua 

transaksi dan operasional mereka sesuai dengan ketentuan syariah (Dewi, 2020). 

Dalam ekosistem bisnis syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kepatuhan 

terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS terdiri dari para ahli yang memiliki 

pengetahuan mendalam tentang hukum Islam (fiqh), serta pengalaman di bidang 

ekonomi dan keuangan. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa seluruh 
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aspek operasional perusahaan, mulai dari produk dan jasa yang ditawarkan 

hingga kebijakan manajemen dan prosedur (Dewi, 2020). 

Dari pernyataan tersebut muncul beberapa kasus yang mengatakan 

banyak orang yang ingin berprofesi sebagai DPS tetapi hanya memiliki 

kemampuan terkait ekonomi dan kurang dalam kompetensi keahlian 

syariahnya. Untuk itu diharuskan bagi orang tersebut meningkatkan 

kompetensinya dengan cara mengikuti sertifikasi kompetensi keahlian untuk 

mendukung profesinya (Rokan, 2018). 

KAJIAN TEORI  

Pengertian dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) adalah badan independen yang bertugas mengawasi operasional 

bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS memiliki fungsi 

utama untuk memberikan nasihat dan saran kepada arah, mengawasi kegiatan 

bank agar tidak menyimpang dari prinsip syariah, serta meneliti dan membuat 

rekomendasi produk baru dari bank syariah (Adrian, 2009). 

Tugas dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tugas utama 

DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank syariah agar tidak menyimpang 

dari prinsip-prinsip syariah. DPS mempunyai kewenangan untuk memberikan 

pendapat dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank, serta 

meneliti dan mengawasi produk baru dari bank syariah (Umam & Utomo, 2016).  

Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Mekanisme 

pengawasan DPS dapat dilakukan dengan cara mengawasi secara aktif kegiatan 

usaha bank syariah, memberikan opini syariah terhadap produk baru, serta 

melakukan kajian terhadap operasional bank syariah secara berkala. DPS juga 

dapat memberikan rekomendasi dan nasihat kepada arah terkait 

penyempurnaan sistem dan prosedur operasional bank syariah (Ismail, 2011). 

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Menjaga Kepatuhan Syariah 

DPS memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan syariah di bank syariah. 

DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional 

bank syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS juga berperan 

dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada karyawan bank syariah 

terkait prinsip-prinsip syariah (Umam & Utomo, 2016).  

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk 

menggali informasi secara mendalam dan komprehensif mengenai peran dan 

fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank DKI Syariah cabang Ciputat. 
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Metode studi kasus dipilih untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks 

kehidupan nyata dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang subjek 

penelitian (K.Yin, 2018)  

Pemilihan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Bapak Rio 

Permadi, yang merupakan anggota dari Bank DKI Syariah cabang Ciputat yang 

didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki terkait dengan 

topik penelitian (Machadoda-Silva, 2015). Beliau dipilih sebagai subjek 

penelitian karena memiliki pengetahuan  yang mendalam tentang peran dan 

fungsi DPS dalam pengawasan kepatuhan syariah di bank syariah. mendalam 

(Lewis, 2018).   

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam (in-depth interview) (Creswell & Poth, 2018; Rubin & 

Rubin, 2012). Wawancara dilakukan secara daring dengan Bapak Rio Permadi di 

aplikasi zoom. Sebelum wawancara, peneliti menyusun pedoman wawancara 

yang berisi daftar pertanyaan terbuka untuk menggali informasi secara 

mendalam mengenai peran dan fungsi DPS, tantangan yang dihadapi, serta 

upaya yang dilakukan dalam menjaga kepatuhan syariah di Bank DKI Syariah 

cabang Ciputat.  

Selama wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan terbuka dan 

mendorong subjek penelitian untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan 

mendalam. Peneliti juga menggunakan teknik probing (pendalaman) untuk 

memperoleh informasi yang lebih lengkap dan memastikan pemahaman yang 

benar terhadap jawaban subjek penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, 

peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (Lewis, 2018). Triangulasi 

sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari 

Bapak Rio Permadi dengan sumber-sumber lain, seperti dokumen dan peraturan 

yang terkait dengan peran dan fungsi DPS di Bank DKI Syariah cabang Ciputat.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Adapun hal yang menjadi acuan dalam pengawasan yang dilakukan DPS 

di Bank Syariah, tertera dalam dasar hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

yang terdapat pada Pasal 32 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah, bahwa: 

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum 

Konvensional yang memiliki UUS.   

2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh 

Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.   
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3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 

memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank 

agar sesuai dengan Prinsip Syariah.  

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia 

(OJK, 2008).  

Sebelum melakukan pengawasan bank syariah biasanya membuat surat 

resmi yang ditujukan untuk DPS, dengan tujuan untuk melakukan pengawasan. 

Setelah DPS menerima, DPS dapat melakukan pengawasan dengan cara 

menyesuaikan dengan fatwa yang telah diluncurkan oleh Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI).   

Pentingnya Peran Pengawasan DPS  

Dalam industri perbankan, khususnya di perbankan syariah, DPS 

merupakan dewan yang ditunjuk oleh DSN-MUI untuk melakukan pengawasan 

di bank, DPS sendiri memiliki tugas memberikan saran dan nasihat kepada 

Direksi suatu bank serta mengawasi seluruh kegiatan Bank agar sesuai dengan 

aturan dan prinsip syariah. (POJK, 2017). Dari definisi tersebut dapat diartikan 

bahwa DPS ini memegang peran yang sangat penting di bank syariah, karena 

seluruh kegiatan yang ingin dijalankan oleh bank syariah harus melewati 

persetujuan DPS untuk disejajarkan dengan fatwa atau standar syariah yang 

telah ditetapkan. Selain memberikan nasehat dan saran pada pengelola, Dewan 

Pengawas   

Syariah (DPS) juga menjadi mediator antara lembaga keuangan syariah 

dan DSN dalam hal pengkajian akad atau produk baru (Lubis, 2022). Fungsi lain 

dari Dewan Pengawas Syariah ialah untuk mengawasi dan mengontrol segala 

sesuatu yang ada dalam lembaga tersebut dan untuk membantu segala sesuatu 

yang dibutuhkan untuk akad, transaksi supaya sesuai dengan syariah, peran 

DPS ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau lembaga, dikarenakan supaya 

tidak ada hal-hal yang menyalahi dari prinsip-prinsip syariah dan membantu 

karyawan bila ada akad yang tidak dipahami kesyariahannya (Darsono, 2022). 

Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, narasumber mengatakan 

bahwa peran dari DPS dapat dikatakan sangat vital di perbankan syariah, hal ini 

bukan hanya bagi Bank DKI Syariah, tetapi secara keseluruhan. Salah satu peran 

penting DPS yaitu memberikan saran atau nasihat kepada Direksi. Dalam hal ini 

diberikan pemisalan pada bagian produk manajemen ingin menerbitkan suatu 

produk baru, kemudian hal ini akan diusungkan ke Direksi untuk didiskusikan, 

selanjutnya Direksi akan meminta pendapat atau saran ke DPS terkait produk 

tersebut, apakah produk tersebut sesuai dengan fatwa atau standar syariah yang 
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telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Apabila DPS mengatakan bisa atau boleh ke 

Direksi, maka Direksi atau bank tersebut dapat meluncurkan produk tersebut ke 

masyarakat. Jadi dalam hal ini peran DPS sangat penting dalam 

keberlangsungan kegiatan dari suatu bank syariah, bukan hanya dalam 

penerbitan produk saja, tetapi juga dalam hal lain.   

Pola Komunikasi Dalam Melakukan Pengawasan  

Komunikasi merupakan interaksi yang dilakukan antara dua pihak atau 

lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun komunikasi 

dilakukan antara DPS dengan Bank DKI Syariah. Pola komunikasi pada saat 

melakukan pengawasan antara kedua pihak tersebut dilakukan melalui dua 

cara, baik itu langsung maupun tidak langsung (Anggadini, 2015). Dari 

wawancara yang telah kami lakukan, narasumber mengatakan pola komunikasi 

antara DPS dan Bank DKI Syariah dilakukan secara fleksibel atau menyesuaikan 

keadaan. Adapun pola komunikasinya seperti, secara langsung yaitu face to face, 

atau bisa juga secara tidak langsung yaitu seperti melalui telepon, google meeting 

dan zoom meeting. Sebelum proses pengawasan dilakukan, biasanya komunikasi 

tidak langsung sudah terjadi antara manajemen dengan DPS untuk permohonan 

melakukan pengawasan, yaitu melalui surat resmi atau dalam bentuk memo.   

Mekanisme Pengawasan Yang Dilakukan DPS  

Pengawasan yang dilakukan DPS di Bank DKI Syariah dilakukan cukup 

optimal, hal ini dibuktikan dengan jenis produk yang sekarang sudah tersedia di 

Bank DKI Syariah. Menurut jurnal  kegiatan pengawasan terdiri dari dua hal 

sebagai berikut: (a) pencegahan atau antisipasi melalui pemberian edukasi 

(pelatihan dan upgrade kepada pengurus, pengelola, pengawas, dan anggota). 

Selain itu juga memberi nasehat, saran, dan masukan kepada pengurus dan 

pengelola. (b) kegiatan pemeriksaan melalui laporan pertanggung jawaban yang 

diberikan pada saat RAT dan memberikan opini terhadap produk (Dewi, 2020).  

Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, mekanisme pengawasan 

yang dilakukan DPS ada dua jenis, yaitu formal dan informal. Dari segi formal 

ini misalnya permintaan melakukan pengawasan dari pihak Bank ke DPS untuk 

meminta saran atau nasihat apabila Bank Syariah ingin menerbitkan suatu 

produk baru. Karena terkait peluncuran produk baru ini bukan hal yang dapat 

dianggap sebelah mata, karena apabila terjadi kesalahan dalam pengawasan 

akan membuat citra buruk bagi Bank Syariah sendiri, jadi peran DPS dapat 

dikatakan sangat penting karena akan menentukan produk tersebut akan 

diterbitkan atau tidak nantinya. Kemudian dari segi informal ini jika diberikan 

pemisalan seperti, apabila ada isu-isu di masyarakat setelah bank syariah 
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meluncurkan suatu produk, maka bank syariah dapat meminta DPS melakukan 

pengawasan berupa memberikan nasihat atau saran.  

Kendala DPS dalam Pengawasan  

Dalam melakukan pengawasan yang dilakukan satu pihak, pasti ada 

peran pihak lain yang memberikan komentar terkait hasil dari pada pengawasan 

tersebut. Permasalahan atau kendala dalam pengawasan yang dilakukan DPS 

biasanya terjadi pada dua situasi, pertama yaitu pre-sales (sebelum penjualan) 

dan kedua, after sales (setelah penjualan). Dimana situasi pertama atau pre-sales 

terjadi di manajemen bank atau sebelum produk tersebut diterbitkan. Dan situasi 

kedua atau after sales terjadi di lingkungan masyarakat, pada saat setelah 

terjadinya bank syariah melakukan peluncuran produk baru. Situasi kedua ini 

biasanya dapat terjadi karena adanya respons masyarakat yang kurang setuju 

akan sistem dari suatu produk yang menurut mereka tidak sesuai dengan 

standar syariah yang telah ditetapkan.   

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, narasumber mengatakan 

bahwa kendala bisa saja terjadi dalam prosesi pengawasan yang dilakukan oleh 

DPS. Kemudian narasumber memberikannya dalam bentuk pemisalan, apabila 

ada bank syariah yang ingin menerbitkan produk baru, hal pertama yang 

menjadi tujuan bank tersebut sudah pasti karena adanya keuntungan. Akan 

tetapi dari aspek keuntungan tersebut belum tentu sesuai dengan standar yang 

berlaku, misalnya dari keuntungan tersebut dapat memungkinkan adanya unsur 

riba, gharar, maysir atau bathil. Dengan adanya hal tersebut otomatis DPS tidak 

bisa memberikan persetujuan kepada bank untuk meluncurkan produk tersebut. 

Hal ini yang memungkinkan terjadinya pemicu antara DPS dengan Bank 

Syariah.  

KESIMPULAN  

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran vital dalam memastikan 

kepatuhan syariah di Bank DKI KCP Syariah Ciputat, dengan mengawasi 

operasional bank agar sesuai prinsip syariah, memberikan nasihat kepada 

direksi, serta meneliti dan merekomendasikan produk baru. Pengawasan 

dilakukan melalui kajian berkala, opini syariah, serta saran perbaikan sistem 

operasional dengan komunikasi fleksibel, baik secara langsung maupun jarak 

jauh. Tantangan utama yang dihadapi adalah perbedaan perspektif antara aspek 

keuntungan dan kepatuhan syariah dalam penerbitan produk baru. Meski 

demikian, regulasi OJK yang memperkuat peran DPS diharapkan dapat 

mengoptimalkan pengawasan tersebut. Kontribusi DPS sangat relevan dalam 



31 
 

pengembangan ekonomi syariah dengan memastikan kegiatan perbankan tidak 

hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menjunjung etika, transparansi, dan 

keberlanjutan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis nilai Islam. 
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